
 
 

 

     
 

 
 

 

 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 43 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 62 TAHUN 

2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PURBALINGGA, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; 

    b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi 
pergeseran kegiatan antara Perangkat Daerah, penambahan 
kegiatan, yang berpengaruh terhadap capaian/target yang 
telah ditetapkan, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 perlu diubah dan 
disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; 

 
Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 



 
 

 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang ata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 543); 



 
 

 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648). 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 62 TAHUN 
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025. 

 
Pasal  I 

 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 62) diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
       Ditetapkan di Purbalingga 
       pada tanggal 30 Juni 2025 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

Ttd 
 

FAHMI MUHAMMAD HANIF 
 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Juni 2025 
 
   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
  

  Ttd 
 

      HERNI SULASTI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 43 

 
 
 
 
 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SOLIKHUN,S.H,M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730310 199903 1 007 
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